
BUPATI MESUJI 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 
NOMOR 03 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUI NOMOR 04 
TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 

MESUJI PADA PT. BANK LAMPUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MESUJI, 
bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, 
meningkatkan kinerja dan daya saing, maka Pemerintah 
Kabupaten Mesuji selaku salah satu pemegang saham 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung 
perlu menunjang permodalan melalui penyertaan modal; 
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dapat clilaksanakan apabila jurnlah yang akan disertakan 
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, dipandang 
perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2017 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Dan Pengelolaan Dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
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Menimbang: a. 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambuhun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintuh Pusut Dun 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; 

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentan 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesu 
Nomor 4933); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarun 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peratu.ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peratu.ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5219); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I8 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita 
Negara Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis 
Akru.al pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI 
dan 

BUPATI MESUJI 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 04 
TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA 
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
LAMPUNG. 
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PASALI 
Ketentuan Pasal 5 pada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 
2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mesuji Pada PT. Bank 
Lampung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 
(l) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebesar 
Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milar Rupiah). 

(2) Pembayaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setap 
Tahun Anggaran berkenaan. 

PASAL II 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal 0? Selbec 2020 
BUPATI MESUJI, 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal o? Serlemle( 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, » LUDIN 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR: 03 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINS! 
LAMPUNG: 03/1034/MSJ/2020. 
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